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BIDANG HUKUM KEPIDANAAN 

Pelaksaan penelitian dilakukan terhlldap suatu objek bukum atau orang yang 

ditudub melakukan perbuatan korupsi serta bagaimana sistem pembuktian diterapkan 

dalam menuduh seseorang tersebut korupsi sesuai yang diatur dalam undang - undang 

'io. 20 tahun 2001 tentang pembrantasan tindak pidana korupsi dibubungkan dengan 

ketentuan yang terdapat dalam KUHPidana. 

Untuk mengetengabklln pembahasan di atas, maka diajukan rumusan masalab 

bagaimana kajian bukum terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleb pegawai 

negeri sipil sesuai dengan yang diatur dalam Undang - Undang. 

Pelaksaan penelitian dalam skripsi ini dilakukan secara kepustakaan dan 

�neUtian lapangan pada pengadilan negeri Medan dengan cara mengambil kasus 

iebagai telaab yang selanjutnya akan dianalisis. 

Pelaksaan penelitian dalam skripsi ini dilakukan secara kepustakaan dan 

�nelitian lapangan pada pengadilao Negeri Medan dengan cara pengambilan kasus 

�bagaimana telah yang selaojutnya akan dianalisis.Dalam basil peoelitian kepustakaan 

Jan peoelitian lapangan tersebut maka diketabui pengertian tindak pidaua korupsi 

menu rut UU Nomor 20 Tahuu 2001 dimuat dalam rumusan pasal 1 ayat 2, para sarjana 

memberikan pengertian tindak pidana korupsi yang ditinjau dari beberapa segi autara 
l:aUl rumusan menurut perkcmbangau ilmu - ilmu sosial, rumusau yang menekankan 

pada jabatan dalam pemerintah, rumusan korupsi yang dihubungkan dengan teori 

d25ar dan rumusan yang berorieutasi kepada kepentingan umum. Berdasarkan bunyi 

pant J ayat l UUTPK, maka pclakunya dalam tindak pidana korupsi dapat dilakukan 

deb pegawai negeri, bukan pegawai negeri dan yang dilakukan oleh pegawai ncgeri 

txrttllla - sama dengan yang bukan pegawai negeri dan pengertian pegawai negeri 

dalam UU No 20 Tabon 2001 adalah merupakan perloasan pengertian pegawai negeri 

amurut pasal 92 KUHP dan Undang - Undang pokok kepegawaian UU NO. 43 Tabun 
1999. Dengan demikian pengertian pegawai negeri menurut UU No. 20 Tahon 2001 

td:ah berlapis 3 yaitu ( 1) Pegawai negeri menurut pasal 92 ( 2) pegawai negeri menurut 

l:U �o 43 Tahun 1999 dan ( 3 ) pegawai negeri menurut pasal 2 UU No 20 Tahun 
:: l..Pertanggangjawaban pidaua digambarkan dengan adanya unsur kesalahan pada 

'GW'laku atau dengan kata lain bahwa orang yang melakukau perboatan pidana yang 

sbn dipidana apabila ia memponyai kesalahan. 
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